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Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa berperan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dalam konteks ini, perangkat desa, yang terdiri dari kepala desa dan aparat pendukungnya, menjadi elemen kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, termasuk pengelolaan administrasi dan keuangan desa. 
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa pengaturan desa bertujuan :
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
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d. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
e. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
f. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
g. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
Desa memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memegang peranan penting dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan. Desa merupakan bentuk pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, sehingga menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik, baik di bidang administrasi, ekonomi, sosial, maupun budaya.
Desa tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga fungsi pembangunan. Desa diharapkan menjadi motor penggerak dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Salah satu wujud nyata dari penguatan peran desa adalah pengalokasian Dana Desa sejak tahun 2015. 
Dana Desa bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hingga tahun 2023, Dana Desa telah mencapai total alokasi sebesar lebih dari Rp400 triliun, yang tersebar di lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia.
Seiring dengan peningkatan alokasi dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya mencapai lebih dari Rp 70 triliun pada tahun 2023[footnoteRef:1], diharapkan desa mampu mengelola sumber daya tersebut secara efektif dan akuntabel. Namun, di sisi lain, besarnya anggaran ini juga menimbulkan celah bagi munculnya berbagai tindak pidana, salah satunya adalah penipuan dalam administrasi desa. Penipuan administrasi desa dapat meliputi pemalsuan dokumen, manipulasi data kependudukan, hingga penggelapan dana yang dilakukan oleh perangkat desa. [1:  Kementerian Desa, “Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2023”, diakses pada Minggu, 19 Januari 2025, Pukul 16.02 WIB.] 

Penipuan administrasi desa bisa memiliki dampak serius bagi masyarakat desa, karena dapat merusak kepercayaan terhadap pemerintahan desa serta menimbulkan kerugian baik material maupun moral bagi warga.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan :
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu m:uslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Berdasarkan Pasal 263 KUHP :
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana subjek hukum wajib menanggung beban yang berupa pidana sebagai akibat perbuatan yang melanggar hukum. Pengertian pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, perbuatan pidana menunjukkan pada sifat perbuatan, yaitu sifat yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar.
Orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila syarat-syarat pertanggungjawaban yang ditentukan tidak dipenuhi. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad bahwa :[footnoteRef:2] [2:  Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, Hlm 153.] 

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, ia dapat dipidana, bila tindakan yang telah dilakukan itu bersifat melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.
Moeljatno mengemukakan, bahwa :[footnoteRef:3] [3:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), Hlm 165. ] 

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas (Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea)ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.
Meski memiliki peran strategis, tidak dapat dipungkiri bahwa desa juga menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Salah satu isu utama yang sering mencuat adalah lemahnya tata kelola administrasi desa, yang sering kali menjadi pintu masuk terjadinya berbagai tindak pidana.
Fenomena ini juga didorong oleh rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan perangkat desa. Banyak perangkat desa yang tidak sepenuhnya memahami batasan wewenang dan tanggung jawab mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai regulasi pengelolaan administrasi desa juga turut memperburuk keadaan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, perangkat desa tidak memahami peraturan yang mengatur penggunaan dana desa, yang berakibat pada penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa tidak semua perangkat desa mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Data yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 254 kasus penyimpangan pengelolaan dana desa, yang sebagian besar melibatkan manipulasi administratif.[footnoteRef:4] Selain itu, hasil survei Transparency International Indonesia juga mengindikasikan bahwa sektor administrasi desa menjadi salah satu area rawan korupsi di tingkat lokal, dengan perangkat desa sebagai salah satu aktor yang terlibat.[footnoteRef:5] [4:  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ikhtisar Hasilo Pemeriksaan Semester I Tahun 2023, (Jakarta : BPK RI, 2023), Hlm 45.]  [5:  Transparency International Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Fokus pada Tingkat Lokal, Jakarta : TII, 2023, Hlm. 22.] 

Dalam kerangka hukum, tindakan penipuan administrasi desa dapat dijerat melalui berbagai ketentuan hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378, sedangkan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 3. 
Perangkat desa juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Meski demikian, dalam praktiknya, upaya penegakan hukum sering kali menemui kendala, seperti lemahnya pengawasan internal, kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi, dan minimnya sumber daya aparat penegak hukum di tingkat desa.
Penerapan hukum di tingkat desa menghadapi berbagai kendala, seperti kendala dalam pembuktian, keterbatasan bukti, dan faktor ketidakmampuan aparat hukum dalam menangani perkara semacam ini. Hal ini menyebabkan banyak perangkat desa yang terlibat dalam penipuan administratif tidak mendapat pertanggungjawaban yang layak. Selain itu, ada kecenderungan bahwa perangkat desa yang terlibat dalam penipuan administratif lebih sering mendapatkan pembelaan dari masyarakat, yang beranggapan bahwa kesalahan mereka adalah akibat dari ketidaktahuan atau kekurangan sumber daya yang ada di desa.
Salah satu kendala utama adalah lemahnya pengawasan internal di tingkat desa. Pengawasan oleh badan permusyawaratan desa (BPD), yang seharusnya menjadi pengontrol utama perangkat desa, sering kali tidak berjalan efektif karena minimnya kapasitas dan sumber daya manusia. Selain itu, rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi yang berlaku juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyimpangan. Dalam beberapa kasus, tindak pidana penipuan administrasi desa justru dilakukan karena ketidaktahuan perangkat desa mengenai prosedur administrasi yang benar.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, BPD memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja kepala desa dan perangkat desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Namun, banyak BPD yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan yang efektif karena mereka sering kali dipilih dari warga yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang administrasi atau hukum. Selain itu, konflik kepentingan yang terjadi antara kepala desa dan BPD juga sering kali memperlemah fungsi pengawasan ini.
Aparat penegak hukum di tingkat desa juga memiliki keterbatasan dalam menangani kasus-kasus penyimpangan yang terjadi. Minimnya sumber daya manusia di kepolisian desa dan kurangnya pelatihan bagi petugas hukum mengenai kasus-kasus korupsi atau penipuan administrasi menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum di tingkat desa. Hal ini mengakibatkan banyak kasus penipuan administrasi desa yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah tindak pidana penipuan administrasi desa serta bagaimana penerapan tanggung jawab pidana bagi perangkat desa yang terlibat dalam tindakan tersebut. Selain itu, muncul pula kebutuhan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana ini, mulai dari sistem pengawasan yang lemah hingga integritas moral para perangkat desa.
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam  skripsi.  Dari  apa  yang  telah  terurai  diatas,  Penulis  tertarik  untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Perangkat Desa dalam Tindak Pidana Penipuan Administrasi Desa’’.
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Berdasarkan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :
1. Apakah pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana perangkat desa dalam tindak pidana pemalsuan dokumen pelayanan publik ?
2. Apakah bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen pelayanan publik administrasi desa yang dapat melibatkan perangkat desa sebagai pelaku ?
3. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen pelayanan publik administrasi desa oleh perangkat desa dan upaya pencegahannya ?
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Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu antara lain :
1. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana perangkat desa dalam tindak pidana pemalsuan dokumen pelayanan publik.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis bentuk tindak pidana penipuan administrasi desa yang dapat melibatkan perangkat desa sebagai pelaku. 

3. Untuk Mengetahui dan menganalsis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen pelayanan publik administrasi desa oleh perangkat desa dan upaya pencegahannya.
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Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam skrispsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya pertanggungjawaban pidana perangkat desa dalam tindak pidana penipuan administrasi desa, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum mengenai kejahatan adminstratif ditingkat pemerintahan desa. 
Manfaat Praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memahami aspek hukum dan upaya pencegahan tindak pidana yang melibatkan perangkat desa, sekaligus memberikan solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan desa.
